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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

a. Proses implementasi kebijakan retribusi pelayanan di Pasar Kayubulan 

Kabupaten Gorontalo, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, 

maupun evaluasi sudah dilakukan, namun belum efektif. Legalitas 

pungutan atas parkir, toilet, kebersihan pasar, dan penyewaan lapak milik 

pihak lain, masih menjadi kelemahan dalam tahap perencanaan. Dilihat 

dari tahap pelaksanaan, penetapan tarif retribusi belum sepenuhnya 

mengacu pada Perda Nomor 6 Tahun 2017 karena mempertimbangkan 

kondisi 72% pedagang yang juga dibebankan dengan penyewaan lapak 

kepada pihak lain sebagai sarana untuk berdagang.  Disisi lain, pemilik 

lapak tersebut tidak ditetapkan sebagai subjek retribusi di Pasar 

Kayubulan. Pada tahap evaluasi, prinsip akuntabilitas dan transparancy 

dalam pengelolaan retribusi di Pasar Kayubulan sudah diterapkan dengan 

menyertakan karcis setiap kali pemungutan retribusi dan pelaksanaan 

rekonsiliasi setiap tiga bulan. Fungsi pengawasan dan evaluasi juga sudah 

dilakukan oleh Kasie Pengawawasan dan Retribusi Pasar meskipun tidak 

secara rutin.  

b. Secara umum, faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur 

birokrasi sudah mendukung keberhasilan pelaksanan kebijakan retribusi 
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pelayanan di Pasar Kayubulan. Komunikasi antara implementor dan 

kelompok sasaran terjalin dengan baik.  Meskipun hanya berjumlah 6 

(enam) orang, kolektor di Pasar Kayubulan mampu menarik retribusi 

kepada ratusan pedagang. Namun, kurangnya anggaran menghambat 

penyediaan fasilitas los permanen di pasar ini. Ditinjau dari disposisi, 

menunjukkan bahwa kolektor aktif melaksanakan pemungutan disetiap 

hari pasar. Semua implementor juga melaksanakan tugas sesuai dengan 

wewenang masing-masing. Akan tetapi, struktur birokrasi belum 

mendukung secara maksimal karena tidak ada SOP (Standar Opesional 

Prosedur) yang menjadi pendoman dalam pelaksanaan kebijakan. 

Sementara itu, belum ada strukur organisasi yang menunjukkan eksistensi 

kepala pasar dan kolektor dalam pelaksanaan kebijakan retribusi 

pelayanan di Pasar Kayubulan.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, 

maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sebaiknya Staf Disperindag melakukan peninjauan di lapangan, secara 

rutin tiga bulan sekali untuk menjamin keakuratan data potensi pasar. 

Sebab, belum ada sistem pendaftaran dan penetapan pedagang. Sehingga 

penyediaan lapak dari pihak lain membuka kesempatan bagi kepala pasar 

dan kolektor untuk memanipulasi jumlah pedagang dan hasil retribusi.  
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b. Sebaiknya, Staf Pengelolaan Disprindag Kabupaten Gorontalo dengan 

tegas menetapkan orang atau badan yang menyewakan lapaknya kepada 

pedagang, sebagai subyek retribusi di Pasar Kayubulan.  

c. Sebaiknya, Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dengan pihak swasta 

dalam melakukan ekstensifikasi perluasan objek retribusi secara bertahap 

di setiap tahun. Hal ini untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah 

yang menghambat penyediaan fasilitas di Pasar Kayubulan.  

d. Sebaiknya, Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kabupaten Gorontalo membuat item peraturan yang baru tentang 

penetapan wajib retribusi serta mekanisme pemungutan sampai dengan 

penyetoran retribusi. Agar Kepala Disperindag beserta staf yang 

berwenang, memiliki dasar untuk membuat dan menerapkan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan retribusi di Pasar 

Kayubulan 

e. Sebaikanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mendirikan atau 

memilih dan menetapkan Perusahaan Daerah (PD) yang bertanggung 

jawab secara khusus dalam pengelolaan retribusi di Pasar Kayubulan 

untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.  
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